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1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  mendorong
pemerintah diberbagai negara melakukan transformasi menuju tata kelola berbasis
digital. Meluasnva akses intemet. meningkamya penggunaan smartphone, serta
berkembangnya infrastruktur d:gltalﬁm fenomena ini melahirkan kensep
digital govemment. Digitalilasi sektor publik menjadi srus utama untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisensi bﬁnkhll, serta transparansi
penyelenggaran pemerintah. (OECD, 2023) mendefinisikan digital government
adalah suatu mode! tatat kelola yang mmanfamkmm sehagal pendorong
W wniuk meningkatkan efisiensi layanan %Mnt efektivitas
kebijakan, serts mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebib terbuka,
transparan, inovatif, partisipatif, don lerpercaya. Transformasi ini menjadi tuntutan
global agar pemerintah mampu menyediakon layanan yang lebib cepat, akurat,
dan mqmﬂ Erhnchp kebutuban masysrakat. Digtal govermment.menjadi
L pmyndlmn layanan real nme, sern pemghm gdﬁ:pasi mﬁsya.rnh:nl
dalam pengambilan keputusan publik (Nations, 2024). Transformasi ini juga
memperkual bansparans dan akuntabilitas dalany mm pemerintah
Hanigtjrkﬁhy MCMMr Digital government zﬂlﬂg tidak inklusif

d:].lam prnses pmgnwa:mu pllbll]ﬂ Lulhfa et ul MI}.

Di Indonesia, arah transformasi dipital tersebut sejalan dengan agenda
reformasi birokrasi melaslu pemanfaatan teknologn dalam- penyelenggaraan
pelayanan publik. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam memodernisasi sistem
pelayanan ditegaskan melalu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Sistem Pemenntahan Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi ini menakankan
pentingnya integritas boyanan digital, transparansi informasi. dan efisiensi proses
kerja. SPBE menempatkan instansi pemerintah, termasuk kecamatan. sebagai



penyedia lavanan berbasis elektronik yang mudah diakses masyarakat. Portal
layanan resmi menjadi indikator dasar penerapan digital government karena
menjadi pusat akses informasi publik (Ilmiyah et al., 2025). Selzin itu Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informas: publik (UL KIF)
mewsjibkan badan publik menyediakan informasi secura cepat, lepat. dan
sederhana melalui berbagai kenal resmi. Kecamatan sebagai perangkat deerah
juga memiliki Lemu]:ban ini, ttnmnl dllcgasal.un dalam Permendagri
Nomor 3 Tahun HJIT tentang pedomana pengelolaan informasi  publik.
Keterbukaan' informasi publik Jﬂm prinsip pﬁnﬂng dalam membangun
pemerintal yang mpm dm wkuntabel, terutgma pﬂ Jevel lokal vang
berhubungan lngsung dengar “

Dalam konteks tersebut. inovasi layanmm informasi publik berbasis
elektronik menjadi instrument strategis untuk mewujudkan transparansi, novasi
sistem informasi manajemen di sektor publik mampu memperluas akses
informasi, mempercepal pembarian data, dan meningkatkan . akuntabilitas
pem-ﬂum fayonan publik (Mindani et al., 2022). Inovasi tidak hanya
mencakup teknologi yang digunakan, tetapi juga perubshan car kerja, pola
komunikasi, dan budaya organisasi pemerintah agar lebih terbuka techadap
publik. Rogers (2003) mendefinisikan inovasi sahgﬁ gagacon, parktik. atau
objek baru yang dianggap baru oleh individu atau ﬂdﬁ: (Hoffmann, 2011).
Efends et ul. [mzz} w bahwa inovasi puh&lmng kali mengalami
hambatan Ketika organisasi betum memiliki kqns:las memadai  unfuk
mengelols perubahan. K,m Miata mm{ﬁi instansi pelayanan publik
yang cukup tinggi sebapar salsh sptu wilayah dengan dinamika masyarakat
urban. Kondisi ini menuntut penyediaan informasi publik vang cepat, mutakhir,
dan mudsh dijangkay melalui kenal digital seperti website, media sosial,
maupun lavanan PPID online. Firdsus dan Lawati (2020 menjelaskan bahwa
aksesibilitas mempakan inti dan keterbukaan informasi publik, sehinggn
pemerintah harus memastikan informasi tersedia melalui media yang efektif bagi

masyarakat.

]



Namun, berbagai penelition menunjukan bawa mmplementasi layanan
informasi publik berbasis elektronik pads tingkat kapanewon masih menghadapi
tantangan signifikan. Penelitian oleh Sonia Amelia dan Ferry Setiawan (2025)
menunjukan babwa meskipun layanan E-PPID telah mampu memenuhi beberapa
dikator efekiivitas dalam penyampaian_informasi publik, sosialisasi layanan
yang belum optimal dan rendahnya pemanfsatan oleh masyarakat menjadi
hambatan pentingﬁﬁm mnugk:ﬂhn mdﬂn akses informasi secam
daring. se]:unm:l masih m__ﬁﬁmﬂkm digital dan sosialisasi layanan
untuk . mendorong pﬁﬁnpm masyarakat secarn lebih uss. Selain i kajian
m;pqneltuany' s menelaah efektivitas media sosial pemerintah menemukan
bahwa tantangan utama ndulnh. rendahnya *liternsi {Fmﬂl masyarakat dan
Konsistensi pengelola konten, yang berdampak pada bagaimana informasi
terbary dipahami dan diterima oleh publik (R Yanti, 2025). Lebih juuh lagi. studi
tentang  digitulisasi pelayanan publik di Indonesia menunjukan  hahwa
ketetm sumber daya manusia aparatur dalam  pengelolaan tlh:lnlugi
informosi, termasuk pengelolaon konten digital dan kemampuan teknis untuk
memperbanti informasi secara konsisten. masih menjadi kendala yang perlu
distasi meémastikan layanan digital berjalan efektif dan akuntabel (Yungkul,
20235,

Kesenjangan antara mandat regulast dan praktik di lapangan menjadi
implementast mﬂ'rnsrhymmn elektronik belum aptimal. Muchsinin et al. (2025)
menegasakan bahwa konsistensi thdnn ﬁﬁq:mlh don kemudahan akses
merupakan indikator utama keberhasilan Yeterbukawn informasi publik. Ketika
informasi tidak diperbarui secara berkala, masyarmkat akan kesulitan
memperoleh data yang valid, sehingga dapat menurunkan kepercayaan publik
terhadap pemerintah. Kondisi terscbut menunjukan bahwa diperlukan kajian
yang lebih mendalam untuk memahami inovasi layvanan imformasi publik
berbasis elektronik bener-bener di sdopsi oleh pemenntah kapanewon. tidak
hanya sebatas keberadann teknologi atau platirom digital. Proses adopsi movasi,



membangun sikap pepenmaan, mengambil keputusan untuk menggunakan
inovasi, hingga mengimplementasikan secara berkelanjuton dalam  prakink
pelayanan sehari-hari, Lebih lanjut, minimnya penelitian yang secara spesifik
mengkaji adopsi inovasi leyanan publik pada tingkat kapanewon. Sebagian besar
studi terdahulu masth berfokus pada Implementasi e-government  dan
keterbukaan informasi publik pada level kabupatenkota atau desa, sementar
kecamatan sebagai unit birokrasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat
relatif kurang mendapat perhatiafl. '

Pentingmya Iugiﬁmw inovisi pelavanan publik akan memberikan
mlﬂ:m; pmktls terhadap kemampuan responsivitas pemerintzh  dalam
tuntutan “masyarakat sebagaimana dismantakan dalam Undang-
Mﬂmmr 25 Tahun 2009 tentang pelayanmn publik dan uudmg-[_lnd.nng
Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukasan informasi publik. WMM
publik tidak hanya dipahami sebagai pembaruan teknalogi. wwﬂlgm
upaya stralegis untuk mmymmil:m proses kerja, pola knmnmhd, dan
mekanisme pelayanan agar lebil terbuka dan berorientasi pada kebutuhan
m}nnkh!. Kﬂeﬂaksﬂmm keterbukanan informas: pﬁ.dﬂmﬂm oleh tiga
tunfutan utsma masyarakat yaitu keterharuan informasi, kemudahan akses, dan
iujmn sertn kelengkapan informasi. Kebarvan informasi berkaiton dengan
EE}lqlh ‘mana informasi j'm disediakan oleh hadan publik diperbarui secar
be:rh]l dan relevan dengan kebutuhan masyarskal. Berdaswkan kondisi
fersebut, pcmliﬁn:n ini memjadi penting untuk memberikan gambaran yang
komperhensif mengenai proses W Wl program  keterbukaan
informasi publik berbasis drgital ditmekat kapanewon, khususnya di Kapanewon
Mlati. Dalam menganalisis proses adopsi inovasi tersebut, penuis mengacu pada
teori adopsi inovesi yang dikemukokan oleh Rogers (2003). Teori ini
menjelaskan bahwa adopsi inovasi merupakan suatu proses yang dilalui oleh

individu atsu organiasi sebelum menerima dan menggunakan suatu inovasi

secara berkelanjutan. Rogers megemukakan lima tahapan sdopsi inovasi yaitu



pengetahuan  {frowledge), persuasi  (persuasion),  keputuasan ({descision),

Implemetasi (fmplementation ), konfirmasi (confirmation).

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan vang ada, sangat
penting untuk memahami bagaimana  penerapan  Inovasi  digital dalam
pemerintah belangsung di tingkat Kapanewon, terutama di Kapanewon Mlati
vang memiliki kompeksitas dalam pah'g'iﬂu'puhl:k_ Oleh karena itu, penelitian
ini  menjadi pmthlg ﬂutulc m lﬂtpm kajian tersebut dengan

a.cﬁnpls_; mu'ml Iu}rm_mﬁ:m ;ml\hk herhmls,__a!e'inmik__dl Kapanewon
,HIHL Penelitian H_Mﬁlﬁn untuk mengamﬂii'g_pum ‘adopsi  inovasi
berdasarkan lima tahapan ndopsi inovasi yang'._m oleh Rogers, serta
memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi kchmmn adopsi
besertn faktor pendukung dan penghambat dalam proses adopsi. Penelitian ini
diharapkan memberikan kentribusi teoritis melalui dalam pmgmﬂungm.‘h}mu
adopsi inovasi di sektor publik dan menjadi rujukan praktis bagi pemerintah
dnerah dalam merancang starategis inovasi layanan m[urmm publik yang lebih
efektif. adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyar

1.2 Rumusan Masalah ]
I. Bagaimana adopsi inovast layanan informasi publik berbasis elektronik di
2. ﬁ[pﬁ f.:l]n f:'ﬂ{lur— Eil:lmpmduhmgdnn engh

inovast layanan |MMWM&wm Mlut?

1.3 Batasan Masalah
Agar analisis dapat dilakukan secara mendalam tanpa keluar dari konteks

penelitian, diperlukan batasan yang menegasakan aspek-aspek utama vang
diteliti. Dengan dasar tersebuot, ditetepkan batasan masalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini dibatasi pada kajian sdopsi inovasi layanan informasi publik
berbasis elektronik yang dilsksunakan oleh pemerintah kecamatan vailu
Kapanewon Mlati.



2. Inowasi layanan informasi publik berbasis elektronik yvang diteliti meliputi
pemanfaatan kanal digital resmi kecamatan seperti website, layvanan
berbasis WhatsApp. dan media digital lninnya yang digupakan untuk

penyampian informasi publik.

3. Analisis adopsi inovasi difokuskan pada lima tahapan adopsi menurut
Rogers, yaitu pengetabuan, persusasikeputusan, implementasi, dan
konfirmasi,

4. Analisis adopst inovasi Mmrﬂhiﬁhﬂ]lﬂkﬂl berbagai faktor yang
berperan sebagai pendukung maupun penghambat dalam proses adapsi
mmhyamw pﬂﬂik hcrhmu u!r:knauuit.

secam mandala. mela.lnknn menitikbertkan pﬂl .ﬂm.s adopsi oleh
-aparatur pemerintah dan pemanfaatannya olelr masyarakat.

2. Mengidentifikasi faktor pendukung dalam uﬁﬁ ‘movasi  layanan
informasi publik berbasis elektronik di v i

Mengidentifiksi faktor penghambat dplml ﬂnym inovasi layanan
Wpﬂlﬂkhﬁmm}dnkm}ﬁm

1.5 Muanfat Penelltian
Manfaat praktis dari pmhﬁu ini adalah -

|. Bagi peneliti, hasll pmelltmn dlhﬂ.mphin dapat menjadi sarana

pengembangan kemampuan analisis penelitian dalam mengkaji adopsi
inovasi pelayanan publik, khususnya layanan publik berbasis elektronik

di tingkat kapanewon.
2. Bagi objek atau tempat penelitian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi
bahan evalussi dan rekomendasi bagi pemerintah kecamatan dalam



1.6

meningkatkan efektivitas adopsi inovasi layanan informas? publik berbais
elektronik.

3. Bagi mosyoraakat, hasil penelitian ini dihorapkan dapat membenkan
manfaat bagi masyarakat melalm peningkatan kualitas layanan informasi
yang lebih terbuka, mudah diakses. dan responsif terhadap kebutuban
masyarakat.

Sistematika Ptm]li_u.n

Sistematis BAB dalam: [mnlﬁm mi mgtpnnhng karera menyediakan
kerangka logis mm pembaca dari pEw masalah hingga
kesimpulan akhir, sehingga memastikan alur penelitian selaras dan mudah
ﬁplth Bm'hltw::sistcmﬂtis penulisan :

BAB 1 PENDAHULUAN, bab ini berisi uraian mengenai futar belakang
pﬂnﬁﬁm yang membahas perkembangan qutem"'m: Berbasis
Elektronik (SPBE) dan pentingnys loyanan informssi publik berbasis
alektromik dalam penyelenggarusn pelayanan publik di tingkat kecamatan.
Bab ini juga memuat rumusan masalah. tujuan penelitian, batasan masalah,
manfaat penelitian, serta sistematiku penulisan yang menjadi kerangka awal
F-_neﬁum . =

BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA, bab ini membahas landasan teoritis dan
kmqﬂnll yang digunakan dalam penelition. Bab ini menguraikan teori
mwww aleh Rogers, kansep Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE). serfa luyonan mformasi publik dan foyanan
infarmasi publik beihasis elektranik SANGEIMIRE i juge memuat hasil
penelitian terdzhulu yang relevan sebagai dasar penguaton analisis penzlitian.
BAB Il METODE PENELITIAN . bab ini menjelaskan pendekatan dan
desain penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Bab
ini memuat lokasi dan wakiu penelitizn. subjek dan objek penelitian, teknik
pengumpulan data yang meliputi wewancara, observasi, dan dokumentasi,
serin teknik analisis data yang digunakan dalom penelitian.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN , bab ini berisikan penyajian data

hasil di lapangan, interpretosi, serta analisis mendalam. Bab ini mengaitkan

temuan empiris dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya untuk
s ksl KA AL

BAB V PENUTUF , bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban
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